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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Syarifudin 

Perjuangkan Realisasi Jalan Bajayau-Margasari 

   
Sumber gambar https://kalsel.antaranews.com/berita/425083/anggota-dprd-hss-syarifudin-perjuangkan-

realisasi-jalan-bajayau-margasari 

 

Kandangan (ANTARA) - Anggota DPRD terpilih 2024-2029 Hulu Sungai Selatan (HSS) 

Kalimantan Selatan (Kalsel) Syarifudin mengutarakan komitmennya untuk memperjuangkan 

realisasi jalan tembus Bajayau HSS ke Margasari, Kabupaten Tapin. 

Syarifuddin kembali mendapatkan amanah setelah memenangi perolehan suara di Dapil 3 

Wilayah Daha, duduk sebagai anggota DPRD HSS dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI-P) untuk periode ketiga.  

“Alhamdulillah, saya kembali terpilih untuk yang ketiga kalinya dan telah dilantik sebagai 

anggota DPRD HSS periode 2024-2029,” kata Syarifudin, usai pelatikan dan pengambilan 

sumpah atau janji di gedung DPRD setempat, Kandangan, Selasa. 

Dijelaskan dia, dengan terpilihnya kembali sebagai anggota dewan, berjanji akan terus 

memperjuangkan realisasi jalan tembus Bajayau HSS-Margasari Tapin, hingga mudah diakses 

oleh masyarakat HSS. 

Dan merealisasikan jalan tembus tersebut menjadi prioritas utama bagi pihaknya, agar akses jalan 

bisa dilalui masyarakat, khusus warga Daha (Negara), menunjang perekonomian dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

https://kalsel.antaranews.com/berita/425083/anggota-dprd-hss-syarifudin-perjuangkan-realisasi-jalan-bajayau-margasari
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Selain memprioritaskan jalan, dirinya juga akan mengupayakan untuk membuka peluang usaha 

bagi warga Negara yang masih menganggur, melalui pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) yang 

ada di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan. 

“BLK yang tidak difungsikan lagi, ke depan kita akan dorong pemerintah daerah untuk dapat 

membuka kembali BLK untuk masyarakat Daha dengan menyediakan beragam pelatihan kerja 

agar bisa mandiri berwirausaha atau pun bekal keterampilan bekerja,” ucapnya. 

Syarifudin menjadi salah satu dari 30 anggota DPRD HSS periode 2024-2029 yang dilantik dan 

diambil sumpah atau janji Rapat Paripurna DPRD, pelantikan ini juga menandai berakhirnya masa 

tugas anggota DPRD HSS 2019-2024. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/425083/anggota-dprd-hss-syarifudin-perjuangkan-

realisasi-jalan-bajayau-margasari, 13 Agustus 2024.  

2. https://wartaberitaindonesia.com/terpilih-3-periode-syarifudin-akan-perjuangkan-jalan-

bajayau-margasari-hingga-mudah-diakses/, 13 Agustus 2024. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 

13); 

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak 

perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang 

merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2)); 

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 
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Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan 

Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai 

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. 

(Pasal 49) 

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

b. belanja modal; 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

c. belanja tidak terduga;  

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya. 

d. belanja transfer. 

 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa 

(Pasal 55) 

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1)); 

6) Belanja modal meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap 

dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin 

mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan 

bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai; 
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d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, 

dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah 

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya 

mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap  

yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 

digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi 

aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

(Pasal 65) 


